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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di ambil suatu kesimpulan yaitu sebagai

berikut :

1. Pembuktian dalam Kasus Judi Online:

Pembuktian dalam perkara pidana judi online memerlukan pendekatan yang berbeda
dibandingkan dengan kasus judi konvensional. Aspek teknologi informasi memainkan
peran krusial dalam proses pembuktian, seperti penggunaan data elektronik dan jejak digital.
Analisis forensik digital dan bukti dari penyedia layanan internet menjadi elemen penting

dalam proses pembuktian.

. Tantangan dalam Pengumpulan Bukti:

Terdapat tantangan signifikan dalam pengumpulan bukti kasus judi online, termasuk
masalah dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas
palsu atau anonim. Peran pihak kepolisian dan lembaga terkait dalam pemantauan dan
pengumpulan bukti harus ditingkatkan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang

pesat.

. Peran Hukum dan Regulasi:

Regulasi hukum terkait judi online masih perlu diperbarui untuk mengakomodasi kemajuan
teknologi. Implementasi hukum yang ada sering kali tidak memadai untuk menangani
kompleksitas kasus judi online. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penegakan
hukum yang lebih efektif untuk menangani kejahatan ini.

B. Saran

1.

Peningkatan Kemampuan Penegak Hukum:

Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam hal
teknologi informasi dan forensik digital. Ini akan membantu dalam pengumpulan, analisis,
dan presentasi bukti yang relevan dalam kasus judi online.

Reformasi Regulasi dan Kebijakan:

Pemerintah perlu mengkaji ulang dan memperbarui undang-undang yang mengatur judi
online agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Regulasi yang lebih ketat

dan jelas dapat membantu dalam mencegah dan menindak kejahatan judi online.
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3. Kolaborasi Internasional:
Mengingat judi online sering kali melibatkan pelaku dari berbagai negara, kerjasama
internasional antara lembaga penegak hukum dan penyedia layanan internet sangat penting.
Upaya bersama dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus judi online yang

berskala global.

4. Edukasi Masyarakat:
Kampanye edukasi mengenai risiko dan dampak judi online perlu ditingkatkan. Masyarakat

harus lebih sadar akan bahaya judi online dan cara melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
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